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I PENDAHULUAN
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A. Latar Belakang Masalah
|

Indonesiamll'erupakan bangsa yang mempunyai kepribadian yang menarik,

hal ini dapat dililll'lrat dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang masih

menanamkan nilélii1 luhur yang diajarkan oleh generasi terdahulu atau nenek

4

I
]
)

i

Memasuki abad 21, kehidupan masyarakat dunia khususnya masyarakat

moyangnya.

Indonesia banyg]v]g mengalami  perubahan-perubahan  akibat pesatnya

perkembangan zama[lln. Perubahan itu ada yang mengarah pada hal-hal positif yang

tentunya akan mef,nlljantu perkembangan bangsa ke arah yang lebih baik, tetapi di
|

lain pihak tentu é,k'ian menimbulkan hal-hal negatif yang akan mempengaruhi

keadaan sosial kei’nlasyarakatan Indonesia dan ini merupakan salah satu faktor

yang akan menyebal:?kan timbulnya suatu kejahatan.

Perkembang ]| ke arah globalisasi menimbulkan perubahan tata nilai di

scgala aspek kehiduhan masyarakat. Kemerosotan nilai dalam kehidupan sosial
I

dan budaya herakﬂ:f;at adanya suatu perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai
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3. Norma kesoljm:i
4. Norma hukum|
Tentu terjad

N

terjadi pada saat in

lan

linya kemerosotan nilai dalam kehidupan sosial yang banyak

i menimbulkan banyak kecemasan dan kekhawatiran bagi

masyarakat. Kecemasan dan kekhawatiran akan kemerosotan nilai dalam

kehidupan sosialll i

banyaknya tindak _

maupun di wilayaihI

|
cetak maupun m

ni tentu sangat beralasan, hal ini terlihat dengan semakin
idana yang terjadi setiap hari baik di lingkungan kita sendiri
lain yang dapat diketahui melalui berita-berita baik dari media

edia  elektronik yang setiap hari selalu memuat atau

memberitakan mengenai tindak pidana mulai dari pencurian, parampokan,

pemerkosaan, pemb

nuhan hingga masalah perdagangan anak (child trafficking).

| |
Mengenai:tindak pidana yang terakhir disebut yaitu perdagengan anak
|

.
(child trafficking) pada saat ini scpertinya juga sudah familiar di masyarakat

karena memang tindak pidana ini bukanlah suatu tindak pidana yang tergolong

baru namun hal inj |

ada beberapa kasus

terungkap. .

terlihat sedikit terangkat ke permukaan karena akhir-akhir ini

perdagangan manusia khususnya perdagangan anak yang

a setiap anak harus mendapatkan hak sebagaimana mestinya.

|
Pada dasarhjl!

Hak anak sebagai m

1a telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perl indun’gzim Anak antara lain terdapat dalam Pasal 4 yang menyebutkan

bahwa setiap anak:berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang sesuai dengan
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diskriminasi. Kemudian juga dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23
|
Tahun 2002 Tent;;mg Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak

untuk mengetahii) orang tuanya, dibesarkan, diasuh oleh orang tuanya sendiri.
|
Masalah perlindl'in'gan anak ini juga dikuatkan dengan adanya deklarasi tentang

hak anak-anak ya'{1g disahkan PBB tanggal 20 November 1958 yang isinya

menegaskan bahwa
i

Anak—anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus,
kesempatan \dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara
sehat dan \wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama,
memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial
termasuk gi zi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan,
menerimafpendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat,
tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman
dan sedapatrfnungkm berada dibawah asuhan serta tanggung jawab orang
tua mereka sendiri; mendapat pendidikan, andaikata terjadi malapetaka
mereka yang pertama kali mendapat perlindungan serta pertolongan jika
memperoleh kekejaman dan penindasan mau;imn atas perbuatan-perbuatan
yang mengarah kedalam bentuk diskriminast.

|
Berdasarkan dua pasal dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan

deklarasi PBB itu sudah cukup jelas bahwa seorang anak ite mempunyai hak yang

harus dipenuhi dan tentunya yang palin g berkewajiban untuk memenuhi hak anak

ini adalah orang tia dari i anak itu sendiri. Kemudian cukup jelas juga baltwa

seorang anak itu .sudah seharusnya dilindungi, bukan menjadikannya sebagai
|

korban kejahatan atau dalam hal ini dijadikan sebagai objek perdagangan.
Hak-hak dari seorang anak itu telah diatur dalam hukum positif yang ada

di Indonesia, teta_pii dalam prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran-

"
! Avif Mhocita Afecalnl BPavlledincsnn dweabk Abrandaseia Thannlcadn Telina. tABE 1

n mtro"DF



pelanggaran berkaitan dengan hak anak. Salah satu pelanggaran terhadap hak
1

anak yang dirmi]%;ud adalah menjadikan seorang anak menjadi objek dari

perdagangan. Adlaf)lun contoh kasus yang terungkap dalam hal perdagangan anak
ini adalah kasus pél‘dagangan anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Sleman‘
pada tanggal 1 Sgpftember 2006 yang lalu dimana perdagangan anak ini dilakukan
(dimakelari) olehli seorang dukun bayi. “Kasus perdagangan bayi tersebut

terungkap setelah Polres Sleman menerima informasi akan adanya jual beli bayi

melalui seorang dukun bayi di wilayah Mlati*? Kemudian ada juga kasus
perdagangan ana!.c i'yang terungkap di wilayah hukum Poltabes Surakarta pada
tanggal 4 Novcmbtllzr 2006 yang lalu yang dimana, “diduga balita yang mereka
culik itu, dijual c:li sejumlah kota untuk kemudian dieksploitasi kelompok

pengamen atau pengemis untuk beroprasi di jalan-jalan®*.> Contoh kasus ini tentu
|

sudah dapat met’n:t'nuat hati setiap orang miris karena seorang anak yang

sebenarnya meru;;na:kan titipan dari Allah SWT justru dijadikan sebagai objek
perdagangan demi r{hcndapatkan sesuatu yang dinamakan dengan uang oleh para
pelaku perdagangaln:_m'lak.

Berdasarkdh} laporan PBB tahun 2002 menyebutkan bahwa, sindikat

1 -
internasional perdagangan manusia dapat meraup kewntungan 7 miliar dolar AS

setiap tahun dari perdagangan atas 40-70 ribu anak dan perempuan asal
)

l

|
2 Isnawan, “Perdagangan Anak Dibongkar, Ruang Berita Utama, Kedaulatan Rakyat

(Y ogyakarta), Diterbitlkan Pada Tanggal 2 Septermber 2006,hlm. 1
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Indonesia.* Di ingta dunia, Indonesia senantiasa diperingkatkan pada urutan

terburuk bersam:ii llpeberapa negara lain di Asia dalam hal perdagangan anak dan
perempuan. Dalsin:] istilah internasional, Indonesia termasuk dalam kelompok
Negara TIER 2 y,aijlu kelompok negara-negara yang pemerintahnya dinilai masih
gagal mencegah: cl:llan memberantas trafficking tetapi melakukan usaha yang
signifikan untuk Ih%nghapuskan trafficking.

l

B. Rumusan Masala’gh'i

.....

2. Bagaimanakah |upaya Polisi dalam menanggulangi kejahatan perdagangan

I
anak serta apa yang menjadi kendalanya?

C. Tujuan Penelitian .

Penelitian dimaksgt{kan:
1. Untuk menetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan
|

anak. !
y l. - . = v
2. Untuk mengegalllul upaya Polisi dalam menanggulangi kasus perdagangan
|

anak beserta kén!dalanya

|
|
I
I
[

f
!
|

1
1
L]
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D. Tinjauan Pustaka

Untuk mg:n:
I

suatu batasan peng;

23 Tahun 2002 Ten

petahui siapa yang disebut dengan anak maka perlu adanya

Itartian tentang anak. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor

tang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah

seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

dalam kandungan. )

|
Tentang Kesejahte

raan  Anak, secara eksplisit

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

memberikan pengertian anak

adalah seorang yan'g belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.

Bata

usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha

kese_]ahteraan anak, dimana kematangan sosial, pr1bad1 dan mental

seoarang f

sepanjang mle

kepcntmgan

Dalam hal in

membutuh

k dicapai pada umur tersebut. Pengertian ini digunakan
miliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk
tertentu menurut undang-undang menentukan umur lain.
i, pengertian anak mencakup situasi tumbuh kembangnya
bantuan orang lain (orang tua atau orang dewasa).’

Kemudianlf. mengenai “perlindungan anak™ dalam Pasal 2 Undang-undang

|
Perlindungan anak jj

segala kegiatan unti

hidup, tumbuh, ber

harkat dan martafia'il.

dan diskriminasi.

Seperti yangl
I

uga memberikan pengertian tentang perlindungan anak yaitu
k menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat
kembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

telah diuraikan dalam Pasal 2 Undang-undang Perlindungan

Anak di atas bahwa seorang anak itu dijamin untuk dapat hidup, tumbuh dan
|
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berkembang sebagaimana layaknya. Oleh karena itu seorang anak tidak boleh

|:l

dijadikan sebagai lejek atau korban dari suatu tindak kejahatan.

Menurut Rfl Soesilo, pengertian kejahatan itu dapat dibedakan menjadi dua

macaimn.

1.

Secara yuridis

Ke_]ahatan itu terbatas hanya pada perbuatan-perbuatan yang
bertentangan dengan moral kemanusiaan (imoril), memgikan
masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam
perundaﬁ g-undangan saja.

Secara slosmlogls

Ke_]ahatdn juga meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak
atau belum ditentukan dalam undang-undang, pada hakekatnya oleh
warga. masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku
perbuatzim yang secara ckonomis maupun psikologis menyerang atan
meruglklan masyarakat dan melukai pcrasaan susila dalam kehidupan
bersama s

Menurut rumusan pengertian di atas maka masalah perdagangan anak
|

| |
(child traﬁ‘ickz‘ng): ihi termasuk dalam perngertian kejahatan secara yuridis karena

I
masalah perdagangan anak ini telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-

L
undangan yaitu bajk dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

b

Perlindungan AnalJ, KUHP, Keppres RI Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana

Aksi Nasional Pepghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, maupun

Undang-undang N%mor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Selain itu perbuatan

memperdagangka'ni anak ini juga melanggar moral dalam masyarakat dan

merugikan kehidulpzim masyarakat.

P
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I
.|
Mengenai d

Hak-hak Anak K;

memberikan defini:

efinisi perdagangan anak, buku Pedoman Untuk Perlindungan
rban Perdagangan Manusia yang diterbitkan oleh UNICEF

si sebagai berikut:

1.

Perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, transportasi, transfer,

mcnyembunylkan atau menerima scorang anak dengan tujuan untuk
eksplmtasr baik di dalam maupun di luar suatu negara.

PersetUJ
walaupt

uan dari korban anak untuk tujuan eksploitasi tidak relevan
n tidak menggunakan cara-cara sebagai berikut: “kekuatan,

pemaksiaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
tindakal yang dilakukan pada saat seseorang sedang dalam keadaan
rentany dtau sementara seseorang sedang berada di bawah kekuasaan

orang]rla
Seorang
bawah 1

Py

Kejahatan

”

In
korban perdagangan anak adalah semua orang yang berusia di
8 {delapan belas) tahun.’

seperti halnya kejahatan perdagangan anak (child trafficking)

dapat terjadi kareill%l disebabkan beberapa faktor yaitu:

L.

1
2. Faktor ekonomi

ﬂ

3. Faktor psikologfi .

Lingkung:-;in;

manusia di dunia
1

Sehingga Iingkunhg;a_

baik ataupun bel'bil_,l_

Faktor eKor
|

menentukan seseor:

'
Faktor lingkung
i

tempat manusia bergaul dan berkumpul dengan sesama

ini dapat mempengaruhi pola tingkah laku dari manusia.

n dapat membentuk suatu karakter manusia untuk berbuat
at jahat.
jomi juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam

ing untuk melakukan perbuatan jahat, sebab kejahatan itu

[l
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biasanya bermul!a

hidupnya, sehingg;

mewujudkan  Kei

berhubungan den

pembentukan suatu

nginannya.

dari ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan

a timbul keinginan untuk mengambil jalan pintas dalam

Sedangkan faktor psikologi yang dimana

pan  kejiwaan seseorang juga mempunyai peran dalam

kejahatan.

Untuk menangulangi masalah kejahatan khususnya masalah perdagangan

anak ini maka perlt

|
tindak kejahatan k}
sedikit telah dilak

perdagangan anak

dalam Undang-u

Undang-undang

1

nd

|1 adanya suatu aturan yang tegas yang melarang dilakukannya

wususnya dalam hal perdagangan anak. Upaya ini sedikit demi
nkan oleh pemerintah Indonesia dengan mengatur masalah
ni dalam svatu rumusan peraturan perundang-undangan yaitn

lang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,

N|c|1mor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-undang Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Keppres RI Nomor 88 Tahun 2002

Tentang Rencana.

dan Undang-undang

Sudah ada

ksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

aturan-aturan yang jelas tentang larangan melakukan

perdagangan anak |
upaya lainya um.:p

tingkat perdaganga

child trafficking) namun apabila tidak ditindaklanjuti dengan

k menanggulangi perdagangan anak maka dapat dipastikan

1 anak akan meningkat dari waktu kewaktu. Oleh karena itu

perlu adanya upaya pencegahan yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat

dengan aparat pene.| ak hukum yaitu pihak kepolisian. Berkenaan dengan hal ini

Malotain cabhamaimana Ailatin alabh MMahanmimad ¥ oamal NMarmawan
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Apapun yang polisi lakukan dalam usahanya mengendalikan kejahatan
serius, mereka harus mengakui bahwa usaha mereka sangat bergantung
pada adahya kerjasama dan peran serta masyarakat. Kenyataan
menunjulld?an, bahwa polisi tidak akan membuahkan suatu kemampuan
yang menyama: kemampuan kolektif yang dimiliki masyarakat dalam
penjeraan |kejahatan dalam melaporkan adanya pelanggaran, dalam
mengidentifikasi pefaku, dan dalam membantu proses penuntutan.

Megenai |gagasan kepolisian kemasyarakatan seperti yang telah dikutip di

atas yaitu adanyaisuatu partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak

—y—=

kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kejahatan terkadang terhambat karena
adanya sikap acuh tak acuh warga masyarakat untuk ikut menanggulangi

kejahatan, faktor | penghambat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Warga|/masyarakat tidak mau melakukan sesuatu apapun sebagai
reaksi tlci.rhadap kejahatan adalah disebabkan oleh:

a. Enggan terlibat karcna takut menjadi sasaran kejahatan (balas
déndam pelaku)

b. Tldék tahu apa yang harus dilakukan dan berpendapat bahwa apa
yang dilakukan tidak akan mudah mengubah keadaan

c. Reakm terhadap kejahatan bukanlah tugasnya tetapi tugas polisi,
oI'e karena itu dibutuhkan lebih banyak lagi polisi sedangkan
warga masyarakat yang lainpun tidak berbuat sesuatu

2. Warga asyarakat cenderung tidak melaporkan atas kejadian yang
mencungakan karena :

a. Me ka enggan kelihatan campur tangan karena khawatir kejadian
yang disangka sebagai mencurigakan ternyata bukan apa-apa
sehmgga dirinya dapat dipermalukan olehnya.

b. Mercka enggan mengganggu polisi atau terlibat secara langsung.'®

Menurut | Kaiser memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan

sebagai sesuatu [usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan

khusus untuk memperkecil tingkat pelanggaran hukum dengan cara memperkecil

I 11
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Kk

kesempatan untu

11

melakukan suatu kejahatan dan juga dengan cara memberikan

suatu pengaruh
memungkinkan un

umum yang lain.

Kaiser kemudian

dalam tiga kelorflp

pencegahan primer

epada orang-orang yang mempunyai kesempatan atau

k melakukan suatu tindak kejahatan serta kepada masyarakat

il Selanjutnya, “mengikuti pendapat Bratingham dan Faust,

nenganjurkan pembagian strategi pencegahan yang utama ke

ok berdasarkan pada model pencegahan kesehatan umum: (a)

| (b) pencegahan sekunder, () pencegahan tertier.”'?

Pencegaha

primer yang dimaksud di atas adalah pencegahan kejahatan

melalui bidang sosial ekonomi dan bidang lainnya khususnya sebagai usaha

untuk mempengart
|

hi situasi kriminologik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan.

|
Dalam pencegahat

Bee
|

Sedangkan yang:

kepolisian dan

sekunder di sini menempatkan peran preventif dari pihak

ledia masa untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.

imaksud pencegahan tertier di sini adalah pencegahan yang

menitikberatkan

pengulangan kejah

lembaga lain dalam

Berbicara

ﬁaada pembinaan untuk mencegah

terjadinya tindakan

.iatan oleh pelaku yang sama melalui peran polisi dan lembaga-

sitem peradilan pidana.

asalah pencegahan suatu kejahatan maka tidak akan lepas dari

penegakan hllkl‘l_lj‘r

merupakan suatu

.

Jika dilihat secara fungsional, maka penegakan hukum

sistem aksi yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara.

e Alermnlrand nansnt wnnanals hualmasems sta hiocormya hananlal
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kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian,
i
dan kejaksaan“'3

Penegakan|yang dilakukan oleh para penegak hukum di atas merupakan

suatu upaya yang|dilakukan untuk menanggulangi suatu kejahatan. Berkaitan

dengan penaggul an gan Kejahatan ini , ada dua cara yang umumnya dilakukan oleh

aparat penegak hukum yaitu:

|

|
a. Penaggulangan kejahatan yang bersifat prefentif
Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif (pencegahan),
maksudnya zildalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan

akan terjadinya kejahatan.

Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau
fihak [ yang terlibat di dalamnya , ialah pembentuk undang-undang,
polisi, icejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparatur eksekusi
pidana |iserta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana dimana
badan—badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat
dlpandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang
bersang tan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak
pldana. Namun badan yang langsung mempunyeu wewenang dan
kewa] iban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.'

b. Penanggulangan kejahatan yang bersifat represif.

Penaggulangan kejahatan yang bersifat represif, maksudnya adalah

|
“segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadi

kejahatan atau tindak pidana «.'?
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E. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian

memakai jenis Yuridis Empiris yaitu penclitian yang

Penelitian in

memusatkan| suatu kebenaran dari suatu peristiwa yang langsung terjadi, lalu

kemudian diTari akan kebenarannya.
|

2. Lokasi penelinan
Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kepolisian resort Sleman serta wilyah
hukum Poltabes Surakarta dengan instansi:

a. Polres Sleman

b. Poltabes Slur.akarta

3. Responden |

Pihak yang akan diminta keterangan adalah pihak kepolisian yang diwakili

oleh Kanit II: Reserse dan Kriminal Palres Slemqn dan Kanit RPK Poltabes

Surakarta sebagai pemilik data-data yang akurat tentang kejahatan, para
pelaku kcjahatan perdagangan anak serta koordinator Lembaga Swadaya
Masyarakat SAMIN Yogyakarta.

4. Sumber data I

|
a. Data primeg
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b. Data sekunder, terdiri dari :

1) Bahan!hukum primer meliputi : KUHP, Undang-undang Nomor 23

tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39

H b |

tahun 1999 Tentang HAM, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

Tentang Kesejahteraan Anak, Kepres RI Nomor 88 Tahun 2002
i Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan
Perempuan dan Anak, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepoligian Republik Indonesia dan Undang-undang “Tentang

Pemh!;c antasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2) Bahan [hukum sekunder meliputi : buku-buku, kliping, majalah hasil-

I
n
|
hasil penelitian yang berkaitan dengan perdagangan anak.

i
5. Teknik pengumpulan data

|
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara :

a. Studi pu:st'ka, adalah meneliti atau menggali bahan-bahan hukum atau

data tertuli‘é., baik yang berupa kitab peraturan perundang-undangan, buku-

buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal ataupun surat kabar seta bahan-bahan

tertulis yarig berhubungan atau berkaitan dengan objek penelitian.
|
b. Wawancara dengan Responden.

6. Analisis data

Di dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh, penulis

| I . . -
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| |
||
dipilih dan diplah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan

masalah yang diteliti, juga dianalisa berdasarkan pemikiran logis.

F. Sistematika Pen]tl"llisan Skripsi

Penulisan hukum ini seluruhnya disusun dalam 5 bab, dengan pembagian

sebagai berikut |

BABI : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang

bersiE'at- umum, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
peneligtian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika
penulllisan skripsi.
BABII : Bab i_!ni_f berisi tentang beberapa pengertian, yaitu pengertian kejahatan,

maca%m ;macam penjahat, sebab-sebab terjadinya kejahatan, pemgertian
anak !Id an dan pengertian perdagangan anak.

BAB Ili : Bab jirli menguraikan tentang tugas pokok dan wewenang Polisi,

stratep I:;pencegahan kejahatan dan upaya penaggulangan kejahatan

BAB IV : Dalam/ bab ini penulis akan memaparkan data tentang kejahatan
|

perdagangan anak dari hasil penelitian berikut analisisnya.

BAB Y : Bab 1'ni_ merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini, di dalamnya

{
I
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